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ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DEBT COLLECTOR PELAKU
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KUASA DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN

NURUL AMALIAH

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap debt
collector yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat kuasa serta faktor-faktor
yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum tersebut. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan memanfaatkan data primer
yang diperoleh melalui wawancara dengan penyidik serta data sekunder yang
berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal hukum yang berkaitan
dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan
hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat kuasa oleh debt collector dilakukan
melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian hingga
pelimpahan perkara kepada jaksa penuntut umum untuk diproses di pengadilan.
Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan, antara lain
keterbatasan alat bukti, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, serta
kompleksitas hubungan antara perusahaan pembiayaan dan pihak debt collector.
Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan serta kesadaran hukum

masyarakat agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif.

Kata kunci: Penegakan hukum, debt collector, pemalsuan surat kuasa.
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ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINTS DEBT COLLECTORS AS
PERPETRATORS OF THE CRIMINAL OFFENSE OF DOCUMENT
FORGERY WITHINNN THE JURISDICTION OF THE SOUTH SUMATRA
REGIONAL POLICE
NURUL AMALIAH

This study aims to determine the law enforcement against debt collectors who
commit the criminal offense of forging a power of attorney and to identify the
factors that hinder the law enforcement process. This research uses an empirical
juridical method by utilizing primary data obtained through interviews with
investigators and secondary data derived from laws and regulations, books, and
legal journals related to the research problem. The results of the study indicate that
law enforcement against the crime of forging a power of attorney committed by debt
collectors is carried out through investigation and inquiry processes by the police
until the case is transferred to the public prosecutor to be processed in court.
However, in its implementation there are still several obstacles, including limited
evidence, lack of public legal awareness, and the complexity of the relationship
between financing companies and debt collectors. Therefore, increased supervision
and public legal awareness are needed so that law enforcement can run more

effectively.

Keywords: Law enforcement, debt collectors, forgery of power of attorney.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan sektor pembiayaan di Indonesia semakin cepat sejalan
dengan bertambahnya permintaan masyarakat akan fasilitas kredit, terutama
untuk pembiayaan kendaraan roda dua dan roda empat. Kemudahan akses
terhadap fasilitas pembiayaan ini memberikan efek yang baik bagi pertumbuhan
ekonomi nasional karena bisa meningkatkan daya beli masyarakat serta
memperluas peluang kepemilikan aset. Akan tetapi, di balik kenyamanan itu,
muncul beragam masalah hukum, terutama ketika debitur tidak mampu
melaksanakan kewajiban pembayaran yang telah disetujui dalam kontrak
kredit.

Untuk mengurangi risiko kredit macet, banyak perusahaan pembiayaan
melibatkan pihak ketiga yang disebut sebagai debt collector atau penagih utang.
Secara ideal, peran debt collector mendukung perusahaan pembiayaan dalam
menagih debitur yang terlambat membayar. Namun, pelaksanaan tugas itu harus
dilakukan secara profesional, beretika, dan sesuai dengan peraturan hukum
yang berlaku. Hal ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)
Nomor 35/POJK.05/2018 mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan

Pembiayaan, yang menekankan bahwa semua kegiatan penagihan harus



dilakukan dengan santun, tidak mengandung unsur kekerasan, ancaman, atau
intimidasi, serta tetap menghormati hak-hak konsumen.!

Namun pada kenyataannya, penerapan di lapangan kerap kali tidak
sesuai dengan ketentuan yang ada. Banyak debt collector yang bertindak
melampaui batas hukum, bahkan melakukan tindakan yang bisa dikategorikan
sebagai tindak pidana, seperti ancaman, kekerasan, perampasan, hingga
pemalsuan dokumen. Pemalsuan surat menjadi salah satu cara yang paling
umum digunakan untuk melegitimasi proses penagihan, terutama dalam
penarikan kendaraan yang masih terkait dengan pembiayaan. Para penagih
utang sering kali membuat atau memanfaatkan dokumen seperti surat kuasa,
surat penarikan kendaraan, atau kwitansi pembayaran supaya terlihat seakan-
akan sah dan resmi di hadapan hukum.

Sesungguhnya, tindakan itu secara jelas bertentangan dengan ketentuan
Pasal 391 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimana
sebelumnya diatur dalam Pasal 263 KUHP, yang menyatakan bahwa setiap
orang yang sengaja membuat atau menggunakan dokumen palsu dengan tujuan
menipu pihak lain dan menyebabkan kerugian, dapat dikenakan sanksi pidana.
Dalam hukum pidana, pemalsuan dokumen tidak hanya mengancam keaslian
berkas, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap keotentikan dokumen

resmi sebagai alat bukti hukum.?

! Ray Cita, Arifai, and Kamaruddin, “Tindak Pidana Pemalsuan Surat,” Journal Publicuho
7, no. 1 (2024): 414424, https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.374.

2 Laras Astuti and Galuh Rizqinata, “Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan
Oleh Debt Collector Di Yogyakarta,” Jurnal Hukum Magnum Opus 5, no. 2 (2022): 196-207,
https://doi.org/10.30996/jhmo.v5i2.6517.



Tindak pidana pemalsuan surat kuasa yang dilakukan oleh debt collector
juga langsung memengaruhi hak-hak debitur sebagai konsumen. Pada situasi
penarikan kendaraan, misalnya, pemakaian dokumen yang tidak sah dapat
menyebabkan debitur kehilangan hak kepemilikan atas kendaraannya secara
ilegal. Dampaknya, tindak kejahatan ini menghasilkan dua aspek pelanggaran
hukum, yaitu hukum pidana dan perdata. Dari perspektif pidana, tindakan
tersebut tergolong perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan pihak lain,
sedangkan dari sudut pandang perdata, perbuatan itu menyebabkan hilangnya
hak atas harta benda seseorang tanpa landasan hukum yang sah.

Selain masalah hukum yang mendasar, kurangnya pengawasan dari
perusahaan pembiayaan dan otoritas pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) juga memperburuk situasi ini. Seringkali perusahaan pembiayaan
menghindar dari tanggung jawab dengan menyatakan bahwa debt collector
bukan bagian dari organisasi internal mereka, tetapi pihak ketiga yang
beroperasi berdasarkan perjanjian. Namun, sesuai dengan prinsip tanggung
jawab pidana korporasi, perusahaan masih bisa dimintai pertanggungjawaban
jika seseorang yang bertindak untuknya melakukan pelanggaran hukum.
Dengan kata lain, perusahaan dan individu yang beroperasi untuk
kepentingannya mempunyai tanggung jawab hukum yang melekat.

Selain itu, tingkat pendidikan dan pemahaman hukum yang rendah di
kalangan debt collector juga menjadi penyebab terjadinya penyimpangan.
Sebagian besar dari mereka tidak mengerti batasan hukum dalam proses

penagihan, sehingga sering bertindak semena-mena.  Sebaliknya,



perkembangan teknologi informasi semakin memudahkan individu dalam
melakukan pemalsuan dokumen, karena saat ini dokumen tiruan dapat
diproduksi dengan cepat menggunakan komputer dan perangkat cetak yang
mirip dengan dokumen asli. Ini tentu menciptakan tantangan baru bagi penegak
hukum dalam tahap penyelidikan dan pembuktian.®

Dalam konteks penegakan hukum, Polda Sumsel memegang peran yang
sangat penting. Sebagai instansi yang bertugas melakukan penyelidikan,
penyidikan, dan penindakan terhadap kejahatan, Polda Sumsel berkewajiban
untuk menjamin bahwa setiap pelanggaran hukum, termasuk kejahatan
pemalsuan surat kuasa oleh debt collector, dapat ditangani dengan adil dan
transparan. Penegakan hukum vyang efisien tidak hanya bertujuan untuk
memberikan efek jera kepada pelanggar, tetapi juga untuk menumbuhkan rasa
aman dan kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum.

Salah satu contoh nyata yang mencerminkan fenomena ini adalah kasus
kejahatan pemalsuan dokumen yang ditangani oleh Polda Sumatera Selatan
sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/827/X1/2023/SPKT/POLDA
SUMATERA SELATAN, melibatkan dua oknum debt collector dari PT Mandiri
Utama Finance. Dalam Kkejadian tersebut, para pelaku diduga telah
memanipulasi surat kuasa dan dokumen penarikan kendaraan agar terlihat sah

secara hukum, padahal dokumen tersebut tidak dikeluarkan secara resmi oleh

3 PUTRI REGINA S. PAKAYA, “Analisis Yuridis Terhadap Penagihan Utang Oleh Debt
Collector Berdasarkan (Pjok) No 18/Pjok.01/2018,” Ganec Swara 19, no. 1 (2025): 223-228,
https://doi.org/10.59896/gara.v19i1.208.



otoritas yang berwenang. Akibatnya, perlakuan mereka menyebabkan kerugian
bagi debitur dan melanggar ketentuan hukum yang ada.

Kasus ini menjadi bukti konkret bahwa masih banyak debt collector
yang beroperasi di luar aturan hukum dan mencerminkan lemahnya sistem
pengawasan terhadap proses penagihan di lapangan. Di sisi lain, kasus ini juga
menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran semacam ini
masih mengalami berbagai tantangan, baik dalam hal pembuktian, koordinasi
antarinstansi, maupun dalam aspek kesadaran hukum masyarakat.

Karena itu, diperlukan langkah hukum yang jelas, terukur, dan adil agar
tindakan seperti ini tidak terjadi lagi dan menyebabkan ketegangan sosial di
masyarakat. Selanjutnya, penegakan hukum terhadap debt collector yang
terlibat dalam tindak pidana pemalsuan surat kuasa sangat penting untuk
memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen, menegakkan keadilan, dan
meningkatkan kesadaran hukum di kalangan perusahaan pembiayaan.

Hukum harus ada bukan hanya sebagai alat represif untuk menghukum
pelaku kriminal, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan untuk menghindari
pelanggaran di masa yang akan datang. Maka dari itu, diharapkan bahwa aparat
penegak hukum dapat melaksanakan hukum secara profesional dan
proporsional, sambil tetap mengutamakan prinsip keadilan, kepastian, dan
manfaat hukum bagi semua pihak.

Kasus ini juga menunjukkan betapa pentingnya penerapan hukum terkait
penarikan kendaraan yang tidak mengikuti prosedur dan memiliki indikasi

tindak pidana serta menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat. Selain itu,



kasus ini juga memperlihatkan secara jelas aktivitas debt collector di lapangan,
sehingga diperlukan penelitian hukum yang mendalam untuk memahami cara
penegakan hukum oleh aparat, serta bagaimana perlindungan hukum dapat
diberikan kepada masyarakat yang menjadi korban.

Tindakan itu jelas melanggar peraturan dan merusak prinsip
perlindungan hak asasi manusia.* Penegakan hukum dalam kasus-kasus
semacam ini sangat penting untuk membentuk kepastian hukum dan rasa aman
bagi masyarakat serta menjamin bahwa proses penagihan utang dilaksanakan
sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Tindak pidana pemalsuan surat kuasa menjadi semakin kompleks ketika
para pelaku kejahatan semakin canggih dalam melakukan pemalsuan surat, baik
itu dengan menggunakan alat-alat cetak modern maupun dengan memanfaatkan
keahlian dalam bidang teknologi informasi.®

Berdasarkan penjabaran permasalahan tersebut di atas, maka peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian melalui skripsi yang berjudul “Penegakan
Hukum Terhadap Debt Collector Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Kuasa di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.”

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

4 Sompie Ray Marcel Gilbert, “Jurnal+Ray-+Marcel+Gilbert+Sompie (Latbel,” Analisis
Yuridis Tindakan Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Perampasan Di Manado 13, no. 3
(2024): 1-12.

S Ray Cita, Arifai, and Kamaruddin, Op.cit., himn., 414-424



1. Bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap debt collector yang
melakukan pemalsuan surat kuasa di wilayah kepolisian hukum daerah
sumatera selatan?

2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap debt
collector dalam kasus pemalsuan surat kuasa di wilayah hukum kepolisian

daerah sumatera selatan?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini terfokus pada area hukum Kepolisian Daerah (Polda)
Sumatera Selatan, dengan menitikberatkan pada beberapa kasus atau laporan
yang terjadi di wilayah tersebut termasuk peranan kepolisian dalam menangani
tindak pidana pemalsuan surat kuasa yang di lakukan oleh debt collector dan
bagaimana penegakan hukum terhadap debt collector yang melakukan tindak
pidana pemalsuan surat kuasa.®

Karena itu, penelitian ini terbatas pada analisis hukum mengenai
penegakan hukum terhadap debt collector yang melakukan pemalsuan surat
kuasa dalam proses penagihan utang, dengan penekanan pada kasus dua debt
collector dari PT Mandiri Utama Finance yang ditangkap oleh Polda Sumatera

Selatan. Secara substantif, studi ini menganalisis penerapan Pasal 391 KUHP.’

® Talitha Danti Elvina and Adi Sulistiyono, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap
Tindakan Kekerasan Debt Collector Pelaku Pinjaman Online,” Jurnal Riset Rumpun llmu Sosial,
Politik Dan Humaniora 4, no. 1 (2025): 364-376.

" Putri Yosida Sakina, Rahul Ardian Fikri, and Muhammad Arif Sahlepi, “Perlindungan
Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerasan Dan Atau Pengancaman Dalam Penagihan
Pinjaman Online (' Analisis Putusan Nomor 438 / Pid . Sus / 2020 / PN Jkt . Utr ),” INNOVATIVE:
Journal Of Social Science Research 5 (2025): 6905-1218.



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk memahami bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak
kepolisian dalam menangani kasus debt collector yang melakukan
tindak pidana pemalsuan surat kuasa.

b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penegakan
hukum terkait perlindungan bagi masyarakat yang menjadi korban
tindakan pemalsuan surat kuasa oleh debt collector.

2. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis
dan praktis, antara lain:
a. Secara Teoritis
Memberikan kontribusi untuk kemajuan ilmu hukum, terutama dalam
bidang hukum pidana dan penerapan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan
oleh debt collector dan menjadi rujukan ilmiah untuk mahasiswa, akademis, dan
peneliti lain yang ingin mempelajari isu yang sama.
b. Manfaat Praktis
Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan saran
kepada aparat penegak hukum (terutama Kepolisian Daerah Sumatera Selatan)
tentang cara yang lebih efisien dalam menangani kasus pemalsuan surat oleh

debt collector.



E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berperan sebagai dasar, pemikiran untuk
memahami dan menganalisa inti masalah. Dalam studi ini, kerangka konseptual
disusun berdasarkan hubungan antara konsep-konsep berikut:
1. Penegakan Hukum

Mengacu pada langkah-langkah yang diambil oleh pihak penegak
hukum (Polisi, Kejaksaan, Dan Pengadilan) untuk memastikan penerapan
norma hukum dalam masyarakat, aturan hukum yang diterapkan pada suatu
komunitas sosial tidak ada dalam kondisi terpisah atau ditentukan secara
sembarangan, melainkan membentuk satu kesatuan yang saling terkait, dengan
setiap aturan beroperasi secara mandiri.
2. Debt Collector

Debt collector adalah entitas ketiga yang diangkat oleh kreditur atau
lembaga pembiayaan untuk menagih pembayaran dari debitur yang terlambat.
Namun dalam pelaksanaannya, seringkali terdapat penyimpangan seperti
tindakan kekerasan atau ancaman, debt collector bukanlah seorang pegawai dari
perusahaan, melainkan entitas eksternal yang memiliki perjanjian kerja untuk
bertindak atas nama pihak pembiayaan dalam mengatasi masalah konsumen
yang tidak dapat membayar atau mengalami kredit bermasalah.®

3. Pemalsuan Surat Kuasa

8 Okky Irawan et al., “Penegakkan Hukum Di Negara Republik Indonesia,” Federalisme:
Jurnal Kajian Hukum Dan llmu Komunikasi 2, no. 1 (2025): 21-28,
https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i1.479.

¥ Wahyu Akbar Dwi Ramadhan and Ahmad Suryono, “Penuntutan Terhadap Debt
Collector Yang Bersifat Melawan Hukum,” Indonesian Journal of Law and Justice 1, no. 3 (2023):
8, https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2044.
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Pemalsuan Surat Kuasa adalah perbuatan membuat, mengubah, atau
menggunakan surat kuasa secara tidak sah sehingga seolah-olah surat tersebut
benar dan dibuat oleh pihak yang berwenang, padahal tidak.°
4. Polda Sumatera Selatan

Kepolisian Daerah yang sebelumnya dikenal sebagai Komando Daerah
Kepolisian, adalah unit pelaksana utama wilayah Polri yang berada langsung di
bawah Kapolri. Polda mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas-
tugas Polri di tingkat daerah I, yakni provinsi. Polda berfungsi sebagai ekstensi

langsung dari Mabes Polri.*t

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan dan menilai temuan-temuan
studi sebelumnya yang berkaitan dengan topik ini, baik secara langsung
maupun tidak langsung. Ulasan literatur ini bertujuan untuk memperlihatkan
dasar teori yang telah ada, mengidentifikasi kekurangan, serta menjelaskan
bagaimana penelitian ini dapat mengatasi kekurangan tersebut atau memberikan
kontribusi baru. Sebagai kontribusi untuk penelitian ini, penulis juga
mengevaluasi berbagai sumber pustaka yang sangat relevan dengan topik yang

diteliti, seperti yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang masalah.

10 Fatimah and Nuryaningsih, Buku Ajar Buku Ajar Hukum Pidana, Sentra Penelitian
Engineering Dan Edukasi, vol. 4, 2018,
http://speed.web.id/ejournal/index.php/Speed/article/view/226.

1 https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian.Daerah Diakses pada tanggal 12 Oktober 2025.
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Tabel 1.1 Hasil Penelitian Terdahulu
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No Namfa_ Jud_u_l Ha_si_l Perbedaan Persamaan
Peneliti Penelitian Penelitian

1. | Putri Regina | Analisis Penelitian ini | Pasal 363 lebih | Keduanya
S. Pakaya Yuridis menekankan menekankan sama-sama
Jurnal terhadap bahwa  debt | pada tindakan | membahas
(2018) Penagihan | collector fisik Pasal 391

Utang Oleh | hanya (pengambilan | berhubungan
Debt berfungsi barang). dengan
Collector sebagai agen tindakan

penagihan administratif

yang bertindak (pemalsuan

berdasarkan dokumen).

kuasa dari

kreditur  dan

tidak memiliki

wewenang

melakukan

eksekusi

secara  paksa

tanpa adanya

keputusan

pengadilan.

2. | Rahmawati, | Pertanggun | Debt Collector | Jurnal ini fokus | Kedua studi ini
Roy Marthen | g Jawaban | dapat dihukum | pada tanggung | menilai bahwa
Moonti, Pidana karena  tidak | jawab pidana | aksi  tersebut
Nurwita Debt memiliki terhadap memenuhi
Ismail Collector landasan pelaku dan | kriteria tindak
Jurnal dalam hukum dalam | perusahaan pidana dalam
(2025) Melakukan | melakukan pembiayaan KUHP.

Penarikan pengambilan dari perspektif

Kendaraan | kendaraan normatif serta

Bermotor secara paksa. perlindungan
konsumen.

3. | Ray Marcel | Analisis Hasil Berfokus pada | Keduanya
Gilbert Yuridis penelitian  ini | tanggung sama-sama
Sompie, Tindakan menegaskan jawab pidana | membahas
Edwin  Neil | Debt bahwa serta aspek | praktik
Tinangon Collector tanggung hukum pidana | penagihan
Jurnal Yang jawab pidana | terhadap debt | utang oleh debt
(2024) Melakukan | terhadap debt | collector yang | collector yang

Tindak collector perlu | melanggar.t? sering kali

12 Sompie Ray Marcel Gilbert, “Jurnal+Ray+Marcel+Gilbert+Sompie.” Op.cit.,hlmn.1-12
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Pidana ditegakkan, melanggar
Perampasa | karena banyak hukum
n Di | tindakan
Manado. mereka yang
dapat
dikategorikan
sebagai tindak
pidana.
Ni Kadek | Pengambila | Studi ini | Jurnal ini | Keduanya
Riawati, I|n Paksa | menekankan Menganalisis sama-sama
Nyoman Oleh Debt | perlunya implikasi membahas
Putu Collector pengaturan dan | hukum pasca | penagihan dan
Budiartha atas Benda | pengawasan Putusan MK | pengambilan
Jurnal Jaminan yang ketat | Nomor. paksa oleh
(2025) Debitur terhadap debt | 18/PUU- debt collector
Yang collector, agar | XVI11/2019 terhadap objek
Dibebani pelaksanaan terhadap jaminan
Fidusia eksekusi pengambilan (biasanya
Pasca jaminan paksa oleh debt | kendaraan
Putusan fidusia sesuai | collector bermotor)
Mahkamah | dengan hukum. | dalam yang dilakukan
Konstitusi perjanjian tanpa
Nomor.18/ fidusia. mengikuti
PPU- prosedur
XVI1/2019 hukum  yang
sah.

Penelitian ini memiliki pembaharuan dalam menganalisis penegakan
hukum mengenai tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh debt
collector. Penelitian ini terdapat pada analisis hukum yang tidak hanya
mengkaji penerapan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP), Metode ini membuat penelitian menjadi lebih terfokus dan relevan

dengan situasi penegakan hukum vyang sebenarnya, serta memberikan
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sumbangan baru dalam mengaitkan teori penegakan hukum terkait fenomena

pelanggaran hukum oleh debt collector di lapangan.t?

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian empiris,
dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis,
faktual, dan tepat serta analisis yang menyeluruh mengenai penegakan hukum
bagi debt collector dalam kasus tindak pidana pemalsuan surat kuasa.
2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris,
yaitu menggabungkan analisis terhadap norma-norma hukum positif dengan
realitas yang ada di lapangan. Sumber data yang digunakan meliputi data
primer, data sekunder dan data tersier yang terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang diperoleh secara langsung
melalui wawancara dan observasi di lapangan, khususnya dengan pihak-pihak
yang terlibat dalam penegakan hukum terhadap debt collector yang melakukan
tindak pidana pemalsuan surat kuasa. Narasumber utama mencakup aparat
Kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda

Sumsel, dan selain itu bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis terdiri

13 Benda Jaminan Debitur Yang Dibebani et al., “Pengambilan Paksa Oleh Debt Collector
Atas,” Jurnal Analogi Hukum 7, no. 1 (2025): 77-82.
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dari pasal-pasal yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana. Data primer ini digunakan untuk memahami bagaimana praktik
penegakan hukum berlangsung di lapangan serta tantangan yang dihadapi
dalam pelaksanaannya.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai bahan hukum berupa buku-buku
dan jurnal ilmiah yang relevansi yang berkaitan dengan penelitian ini, yang
dapat memberikan wawasan dan pemahaman.

c. Data Tersier

Data Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan
tentang bahan hukum primer dan sekunder, yang berasal dari berbagai kamus-
kamus seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris-
Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitiaan yuridis empiris ini,
pengumpulan data dilakukan dengan dua metode utama, yaitu melalui
penelitian lapangan (field research).

a. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer secara
langsung dari sumber yang terlibat dalam penegakan hukum terhadap debt
collector di area hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Metode yang
diterapkan adalah Wawancara (Interview) yang dilakukan secara sistematis

bersama aparat penegak hukum dari Direktorat Reserse Kriminal Umum
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(Ditreskrimum) Polda Sumsel, masyarakat atau korban yang mengalami tindak
pidana pemalsuan surat kuasa oleh debt collector.

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer langsung
dari narasumber yang terlibat dalam penegakan hukum debt collector di
wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.
4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan
data sekunder, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Metode analisis
kualitatif diterapkan karena penelitian ini tidak memanfaatkan data statistik,
tetapi lebih fokus pada penjelasan deskriptif mengenai fakta hukum yang
ditemukan di lapangan serta norma hukum yang berlaku, yaitu :

a. Mengkategorikan data menurut asal dan keterkaitannya dengan inti
masalah;

b. Menggambarkan dan menafsirkan data dengan cara yang teratur;

c. Mengambil kesimpulan secara deduktif, yaitu dari norma hukum
menuju implementasinya pada situasi nyata di area hukum Polda
Sumatera Selatan.

Analisis ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh
tentang efisiensi penegakan hukum, hambatan yang ada, dan solusi hukum

dalam mengatasi tindak pidana pemalsuan surat kuasa oleh debt collector.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab, yaitu:



BAB |

BAB II

BAB Il

BAB IV
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PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah,
ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka
konseptual, review studi yang relevan, metode penelitian,

dan sistematika penulisan.
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Bab ini menguraikan penjelasan mengenai Tinjauan Umum
Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Kuasa Terhadap Debt Collector.
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Pada bab ini penulis menguraikan secara mendetail
mengenai Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum
Terhadap Debt Collector dalam Kasus Pemalsuan Surat

Kuasa.

PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari
rumusan masalah serta saran yang ditujukan kepada aparat
penegak hukum, perusahaan pembiayaan, dan masyarakat
agar tercipta penegakan hukum yang adil serta perlindungan

hukum bagi pihak yang dirugikan.
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